BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.709, 2021 ESDM. Klasifikasi. Kualifikasi. Akreditasi.
Sertifikasi. Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
KLASIFIKASI, KUALIFIKASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI
USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2),
Pasal 43 ayat (5), Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (7), Pasal 46
ayat (7), Pasal 49 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Klasifikasi,
Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang

Tenaga Listrik;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012
tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5530);

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang
Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya
Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6637);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
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Menetapkan

10.

11.
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Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha
dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
318);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG KLASIFIKASI, KUALIFIKASI,
AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG
TENAGA LISTRIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Izin Usaha Penyediaan Tenaga  Listrik untuk
Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut IUPTLU
adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga
listrik untuk kepentingan umum.

Izin Usaha Penyediaan Tenaga  Listrik untuk
Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut IUPTLS
adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga
listrik untuk kepentingan sendiri.

Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan
hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang

didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
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10.

11.

12.

dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang
tertentu.

Klasifikasi adalah penetapan penggolongan usaha
menurut bidang dan subbidang usaha tertentu.
Kualifikasi adalah penetapan penggolongan usaha
menurut tingkat kemampuan usaha.

Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian
pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga
sertifikasi telah  memenuhi  persyaratan  untuk
melakukan kegiatan sertifikasi.

Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya
disebut Tenaga Teknik adalah perorangan yang
berpendidikan di bidang teknik dan/atau memiliki
pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan.

Asesor Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut
Asesor adalah Tenaga Teknik yang memiliki kompetensi
untuk melaksanakan asesmen sesuai dengan bidang
yang diuji.

Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan-bangunan sipil
dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-
saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk
pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran,
distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik.

Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik adalah serangkaian
kegiatan pemeriksaan dan pengujian peralatan listrik
dan instalasinya serta verifikasi Instalasi Tenaga Listrik
untuk memastikan suatu Instalasi Tenaga Listrik dan
peralatan telah berfungsi sebagaimana kesesuaian
persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan laik
dioperasikan.

Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik adalah proses
penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal
terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi atas kompetensi dan
kemampuan Tenaga Teknik atau Asesor di bidang
ketenagalistrikan.

Sertifikasi Badan Usaha adalah proses penilaian untuk

mendapatkan pengakuan formal terhadap Klasifikasi
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dan Kualifikasi atas kemampuan pelaku usaha di bidang
usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Sertifikasi Produk Ketenagalistrikan yang selanjutnya
disebut Sertifikasi Produk adalah kegiatan yang
berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis suatu
produk peralatan atau pemanfaat tenaga listrik telah
memenuhi standar dan/atau telah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
ketenagalistrikan.

Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik yang
selanjutnya disebut Lembaga Inspeksi Teknik adalah
lembaga yang berusaha pada jenis usaha pemeriksaan
dan pengujian Instalasi Tenaga Listrik yang diberi hak
untuk melakukan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik,
selain instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan
rendah.

Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah adalah
lembaga yang berusaha pada jenis usaha pemeriksaan
dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik
tegangan rendah yang diberi hak untuk melakukan
sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan
rendah.

Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik adalah
lembaga yang berusaha pada jenis usaha Sertifikasi
Kompetensi Tenaga Teknik yang diberi hak untuk
melakukan Sertifikasi Kompetensi untuk Tenaga Teknik.
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor adalah lembaga
yang berusaha pada jenis usaha Sertifikasi Kompetensi
Tenaga Teknik yang diberi hak untuk melakukan
Sertifikasi Kompetensi untuk Asesor.

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha adalah lembaga yang
berusaha pada jenis usaha Sertifikasi Badan Usaha jasa
penunjang tenaga listrik yang diberi hak untuk
melakukan Sertifikasi Badan Usaha.

Lembaga Sertifikasi Produk adalah lembaga yang
berusaha pada jenis usaha sertifikasi peralatan dan

pemanfaat tenaga listrik.
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